SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Menimbang

GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati

Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2019-2024, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah
dipandang perlu untuk diselaraskan;

bahwa Rencana  Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten @ Gunung Mas Tahun 2019-2024
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target
pencapaian sasaran serta nomenklatur rogram/
kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan akhir

" periode perencanaan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, menjadi pedoman dalam perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2019-2024;



Mengingat

L.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 34);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 120);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3
Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung
Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 116.a);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
118.a);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 295. a),
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG
MAS TAHUN 2019-2024.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019
Nomor 473) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai degan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan
bersifat indikatif.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 (satu) adalah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2019-2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Kedudukan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah Tahun 2022
sampai dengan Tahun 2024.

(2) Tuyjuan disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2019-2024, yaitu :

a. Mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada periode
ke-3 RPJPD Tahun 2009-2028;

b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas pembangunan
antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan
pemerintahan; dan

c. Penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 berdasarkan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Desember 2021
BUPATI GUNUNG MAS,
TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun

pada tanggal, 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,
TTD
YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 578

Salinan Sesuai dengan aslinya

NIP. 19700617 200501 1 007





